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PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong
transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor perpajakan. Digitalisasi sistem
perpajakan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan
efisiensi administrasi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak. Di Indonesia,
transformasi ini diwujudkan melalui berbagai inovasi layanan berbasis elektronik

seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak.
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Implementasi sistem tersebut diharapkan mampu menyederhanakan proses pelaporan
dan pembayaran pajak sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Secara teoritis, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor,
termasuk kemudahan sistem, tingkat pemahaman perpajakan, serta kepercayaan
terhadap otoritas pajak. Menurut James Alm, kepatuhan pajak tidak hanya bergantung
pada faktor ekonomi seperti tarif dan sanksi, tetapi juga pada aspek psikologis dan
kelembagaan (Alm, 2019). Dalam konteks ini, digitalisasi dapat menjadi instrumen
penting untuk meningkatkan kepatuhan dengan mengurangi biaya kepatuhan
(compliance cost) serta meningkatkan kualitas layanan publik. Lebih lanjut, penelitian
oleh Richard M. Bird menyatakan bahwa modernisasi administrasi perpajakan,
termasuk melalui digitalisasi, dapat meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan
memperkuat basis pajak (Bird, 2020). Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah
Indonesia dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio) yang masih relatif rendah
dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara.Namun demikian,
implementasi digitalisasi perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai
tantangan. Keterbatasan literasi digital di kalangan wajib pajak, ketimpangan akses
internet, serta kurangnya sosialisasi menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan
sistem digital (Sari & Nugroho, 2021). Selain itu, masih terdapat sebagian wajib pajak
yang enggan beralih dari sistem manual ke sistem digital karena faktor kebiasaan dan
kurangnya kepercayaan terhadap sistem elektronik.

Di sisi lain, beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa digitalisasi
perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi yang
dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development menegaskan
bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi perpajakan dapat
meningkatkan transparansi, mengurangi peluang penghindaran pajak, serta memperkuat
pengawasan (OECD, 2022). Oleh karena itu, digitalisasi menjadi elemen penting dalam
reformasi perpajakan modern. Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan antara
potensi manfaat digitalisasi sistem perpajakan dengan realitas implementasinya di
lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi
digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
teoritis dalam pengembangan kajian perpajakan serta kontribusi praktis bagi pemerintah
dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
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KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

Digitalisasi sistem perpajakan merupakan upaya pemanfaatan teknologi
informasi dalam administrasi perpajakan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi,
transparansi, dan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui layanan elektronik
seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur. Digitalisasi administrasi perpajakan
memungkinkan integrasi data, otomatisasi proses bisnis, serta peningkatan akurasi
pengawasan dan pelaporan pajak sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola
perpajakan. Konsep ini juga merupakan bagian dari penerapan e-government yang
bertujuan memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan akuntabel.
Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi seluruh
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan tersebut
dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti peluang pemeriksaan, sanksi perpajakan,
kualitas pelayanan, kemudahan sistem, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
otoritas pajak. Oleh karena itu, digitalisasi sistem perpajakan diharapkan mampu
meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses layanan, pengurangan
biaya kepatuhan (compliance cost), peningkatan transparansi, serta efisiensi
administrasi perpajakan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi
perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Modernisasi
administrasi perpajakan berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas pelayanan
sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Implementasi layanan e-Filing terbukti berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak karena mempermudah proses pelaporan pajak secara cepat dan
efisien. Selain itu, penerapan e-Billing juga memberikan kemudahan dalam pembayaran
pajak sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Tingkat literasi digital
masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan
implementasi sistem perpajakan digital. Transformasi digital administrasi perpajakan
juga mampu meningkatkan transparansi, efektivitas pengawasan, serta mengurangi
praktik penghindaran pajak melalui integrasi data dan otomatisasi sistem. Berdasarkan
berbagai teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa
digitalisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan
kepatuhan wajib pajak. Namun, keberhasilan implementasinya masih dipengaruhi oleh
kesiapan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital masyarakat, kualitas pelayanan,
serta intensitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah sehingga diperlukan penguatan

Svahadat: Journal of Islamic Studies




Sinaga, Guntur, Ventiany: Analisis Implementasi Digitalisasi Sistem Perpajakan..| 46

infrastruktur, edukasi, dan inovasi layanan perpajakan digital agar tujuan reformasi

perpajakan dapat tercapai secara optimal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi
kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang
diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-
undangan, laporan resmi Direktorat Jenderal Pajak, serta publikasi dari Organisation for
Economic Co-operation and Development (OECD) yang berkaitan dengan digitalisasi
sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui studi dokumentasi dan telaah literatur terhadap berbagai referensi yang relevan.
Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan
cara mengidentifikasi, mengelompokkan, membandingkan, serta menginterpretasikan
informasi yang diperoleh untuk menjelaskan implementasi digitalisasi sistem
perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Hasil
analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang

sesuai dengan tujuan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Digitalisasi Sistem Perpajakan di Indonesia

Digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia merupakan salah satu bentuk reformasi
administrasi perpajakan yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak
(DJP). Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel dengan memanfaatkan perkembangan teknologi
informasi. Berbagai inovasi layanan perpajakan berbasis elektronik telah dikembangkan,
di antaranya e-Filing untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), e-Billing untuk
pembayaran pajak secara elektronik, serta e-Faktur yang digunakan dalam administrasi
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kehadiran layanan tersebut menjadi bukti nyata
transformasi digital yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat.Penerapan sistem perpajakan digital memberikan kemudahan bagi
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Apabila sebelumnya pelaporan dan pembayaran pajak dilakukan secara manual

dengan mendatangi kantor pelayanan pajak, kini seluruh proses tersebut dapat dilakukan
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secara daring melalui perangkat komputer maupun telepon pintar yang terhubung dengan
internet. Kondisi ini mampu menghemat waktu, mengurangi biaya administrasi, serta
meningkatkan efisiensi pelayanan. Selain itu, penggunaan sistem digital juga
meminimalkan kesalahan dalam pengisian data karena sebagian besar proses telah
dilakukan secara otomatis oleh sistem. Digitalisasi perpajakan juga meningkatkan
transparansi administrasi karena seluruh aktivitas perpajakan tercatat secara elektronik.
Data yang tersimpan dalam sistem memudahkan pemerintah melakukan pengawasan,
evaluasi, dan analisis terhadap kepatuhan wajib pajak. Integrasi data antarinstansi juga
membantu mempercepat proses verifikasi informasi sehingga pengelolaan perpajakan
menjadi lebih efektif. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya memberikan manfaat bagi
wajib pajak, tetapi juga meningkatkan kualitas tata kelola administrasi perpajakan di
Indonesia.
b. Pengaruh Digitalisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Implementasi digitalisasi sistem perpajakan memberikan dampak positif
terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dalam mengakses layanan
perpajakan membuat masyarakat lebih terdorong untuk melaksanakan kewajibannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem digital memberikan kemudahan dalam
proses pelaporan dan pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak lagi menghadapi
prosedur administrasi yang rumit sebagaimana pada sistem konvensional.Selain
memberikan kemudahan, digitalisasi juga mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak
melalui penyediaan informasi perpajakan yang lebih mudah diakses. Berbagai informasi
mengenai peraturan perpajakan, jadwal pelaporan, serta tata cara pembayaran dapat
diperoleh secara cepat melalui media digital. Hal tersebut membantu wajib pajak
memahami hak dan kewajibannya sehingga tingkat kepatuhan menjadi semakin baik.

Digitalisasi juga berkontribusi dalam menekan biaya kepatuhan (compliance
cost). Wajib pajak tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi maupun biaya
administrasi tambahan untuk datang ke kantor pajak. Seluruh proses dapat dilakukan
secara daring sehingga menjadi lebih praktis dan efisien. Di sisi lain, pemerintah
memperoleh keuntungan berupa meningkatnya efektivitas pengawasan karena seluruh
transaksi perpajakan terdokumentasi secara elektronik. Kondisi tersebut mampu
mengurangi peluang terjadinya kesalahan administrasi maupun praktik penghindaran

pajak.
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c. Kendala dalam Implementasi Digitalisasi Sistem Perpajakan

Meskipun memberikan berbagai manfaat, implementasi digitalisasi sistem
perpajakan masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah
rendahnya tingkat literasi digital pada sebagian masyarakat. Tidak semua wajib pajak
memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi informasi sehingga
masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan ketika menggunakan layanan
perpajakan digital. Kondisi ini banyak ditemukan pada masyarakat yang tinggal di
daerah terpencil maupun kelompok usia lanjut yang belum terbiasa menggunakan
teknologi digital.Selain itu, pemerataan infrastruktur teknologi informasi juga masih
menjadi permasalahan. Akses internet yang belum merata menyebabkan sebagian wajib
pajak mengalami kendala dalam mengakses layanan perpajakan secara daring.
Gangguan jaringan internet maupun keterbatasan perangkat elektronik dapat
menghambat proses pelaporan dan pembayaran pajak sehingga mengurangi efektivitas
implementasi digitalisasi.

Tantangan lainnya adalah masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap
keamanan data pribadi dalam sistem elektronik. Sebagian wajib pajak masih merasa
ragu menggunakan layanan digital karena khawatir terhadap penyalahgunaan data
maupun risiko keamanan siber. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus meningkatkan
keamanan sistem informasi perpajakan agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan
digital semakin meningkat. Kurangnya sosialisasi juga menjadi faktor yang
memengaruhi keberhasilan implementasi digitalisasi. Sebagian masyarakat masih
belum memahami prosedur penggunaan aplikasi perpajakan digital secara benar. Oleh
karena itu, pemerintah perlu memperluas program edukasi, pelatihan, dan
pendampingan kepada wajib pajak agar seluruh lapisan masyarakat mampu
memanfaatkan layanan digital secara optimal.

d. Upaya Optimalisasi Digitalisasi Sistem Perpajakan

Untuk mengoptimalkan implementasi digitalisasi sistem perpajakan, pemerintah
perlu melakukan berbagai upaya yang terintegrasi agar pemanfaatan layanan perpajakan
digital dapat berjalan secara maksimal. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah
meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program edukasi, sosialisasi, dan
pelatihan mengenai penggunaan layanan perpajakan berbasis elektronik. Kegiatan
tersebut penting untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur
pelaporan dan pembayaran pajak secara digital sehingga dapat mengurangi kesalahan
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dalam penggunaan sistem. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur
teknologi informasi, terutama dengan memperluas akses internet di berbagai wilayah
yang masih memiliki keterbatasan jaringan. Pemerataan infrastruktur digital akan
memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh wajib pajak untuk mengakses layanan
perpajakan tanpa terkendala oleh faktor geografis. Pengembangan infrastruktur juga
harus diikuti dengan peningkatan kapasitas server dan kualitas sistem agar layanan
perpajakan tetap stabil, cepat, dan mampu melayani jumlah pengguna yang terus
meningkat.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah pengembangan sistem perpajakan
yang lebih sederhana dan mudah digunakan (user friendly). Tampilan aplikasi yang
lebih sederhana, petunjuk penggunaan yang jelas, serta tersedianya layanan bantuan
(helpdesk) akan memudahkan wajib pajak dalam memanfaatkan layanan digital. Di
samping itu, pemerintah juga perlu meningkatkan keamanan sistem informasi dengan
menerapkan teknologi keamanan siber yang memadai untuk melindungi data dan
informasi wajib pajak dari berbagai ancaman penyalahgunaan maupun kebocoran
data.Pemanfaatan teknologi digital yang lebih modern, seperti big data, artificial
intelligence (Al), dan analisis data, juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan
efektivitas administrasi perpajakan. Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah
melakukan pengawasan secara lebih akurat, mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan
wajib pajak, serta mempercepat proses pengambilan keputusan berdasarkan data yang
tersedia. Dengan sistem yang terintegrasi, pelayanan perpajakan akan menjadi lebih
efisien sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan penerimaan negara.

Melalui berbagai upaya tersebut, implementasi digitalisasi sistem perpajakan
diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib
pajak secara berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, penyedia teknologi, dan
masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transformasi digital
di bidang perpajakan. Dengan sistem perpajakan yang semakin modern, mudah diakses,
dan aman, diharapkan penerimaan pajak negara dapat terus meningkat sehingga mampu
mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan mewujudkan tata kelola

perpajakan yang lebih efektif, efisien, serta berkelanjutan
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5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa
digitalisasi sistem perpajakan merupakan salah satu bentuk reformasi administrasi
perpajakan yang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib
pajak di Indonesia. Penerapan berbagai layanan perpajakan berbasis digital, seperti e-
Filing, e-Billing, dan e-Faktur, mampu memberikan kemudahan, efisiensi, transparansi,
serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Kemudahan dalam
pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik mendorong masyarakat untuk lebih
patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mendukung terciptanya
sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan efektif.Meskipun demikian,
implementasi digitalisasi sistem perpajakan masih menghadapi berbagai kendala,
seperti rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, belum meratanya akses internet,
keterbatasan infrastruktur teknologi, serta masih adanya keraguan sebagian wajib pajak
terhadap keamanan sistem digital. Kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan
digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh perkembangan teknologi, tetapi juga
dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, kualitas infrastruktur, serta efektivitas
program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan
implementasi digitalisasi sistem perpajakan, antara lain melalui peningkatan edukasi
dan literasi digital bagi wajib pajak, pemerataan infrastruktur teknologi informasi,
pengembangan sistem yang lebih mudah digunakan dan aman, serta pemanfaatan
teknologi modern seperti big data dan artificial intelligence dalam administrasi
perpajakan. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan perkembangan
teknologi, digitalisasi sistem perpajakan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan
wajib pajak, mengoptimalkan penerimaan negara, serta mendukung terwujudnya tata

kelola perpajakan yang efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan.
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